PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il
SURABAYA

SAL I NAN
No.3/B; 7—-8~-1331
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAM TINGEAT I1 SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 1931

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA FERATURAN DAERAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABRAYA NOMOR 17 TAHUN 1378 TENTANG
BONGKAR MUAT UNTUK TRUK DAM MOEIL RIS FADA JALAN  JALAN
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURAERAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAL IKOTAMADYA KEFALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangke meninghkathan oelavanan kepada
masyarakat dalam pemberian izin dispensasi bong-
Lar muat barang serta untuk memperoleh keseim -
bamngan antara pensrimaan dan pengeluaran  FPeme
rintah Fotamadya Daerabth Tingkat II1 Surabava,
dipandang perlu mengubah ketentuan tarip retri
busil yang  telah  diatur dalam Peraturan  Daerah
Fatamadya Dasral  Tingkat II Surabaya Nomor 17
Tahur 1978 dengan suatw Feraturan Daerah.

Mengingat : 1o Undang  Undang  Nomor § 0 Tabun 1974 tentang
Fobkok Pokolk Femsrintahan ai Daevah

o Undang  Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Fembertukan Daerah Kota Besar dalam lingkung-—

arn Fropinsl Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat

can Daerah Isztimewa Yogyakarta Jjuncto Undang-

Undang Nomor & Tahun 13265 ;

£
&

3. Undang  Urndang Nomor 12 Drt.  Tahur 1937
tentang Feraturam Umum Fetribusi Daerah ;

4. Undang Undang Nomerr 3 Tahun 19685 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;

S. Undang  Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Fidana

6. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8  Tahun
1983 tentang Berntuk Peratuwran Daerah Ferubah-
an

7. Feputusan Menteri Dalam Negeri Momor 973 -~
443 tentang Bistim dan Prosedur  Ferpajakan
Fetribusi Daevrah dan Ferndapatan Daerah
lainnya, serta Pemungutan Fajak  Bumi  dan
Bangurarn

8. Feraturan Daerah Kotamadya Daerab Tingkat 11
Burabzya Momor 17 Tahun 1978 tentang  Bongkar
Muat  wuntuk  Truk dan Mobil Eis pada Jalan
Jalan di Wilayvah Keotamadysa Daerah Tinghkat 11
Surabaya
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. Pervatures Dasrah Hotemadya Daerah Tingkat I
Surabaya Momoy 13 Tahun 1387 tentang Fenyidik
Fegawal Negeri Sipil dilinglunfian  Femer intah
Fotamadys Dasrah Tingkat 11 Surabaya.

PDengan Persetujuan Dewan Ferwakilan Rakyat Daserah Kotamadya
Dasrah Tingkat II Surabaya,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I
SURARAYA  TENTANG  FPERUBAHAN FERTAMA FPERATURAN
DAERAH  KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I SURABAYA
NOMIIR 17 TAHUN 1978 TENTANG BONGKAR MUAT UNTUK
TRUK DAN MOEIL B1S PADA JALAN - JALAN D1 WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA.

Fasal I

Peraturan Daerah Fotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya Namor 17 Tahun 13783 tanggal 11 Februari
1378 tentang Eongkasr Muat untuk Truk dan Mobil
Bis pada Jalan—jalan di Wilayah kotamadya Daerah
Tingkat Il Surabaya vang disahkan denganrn Surat
Feputusan Guberur KHepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur tanggal 132 Juani 1979 Nomor HEZ188/79, dan
diundamghkan dalam Lembaran  Daerah Fotamadya
Daevah  Timgrat I Burabaya Tahun 1973 Seri R
pada  tanggal 10 Agustus 1979 Nomor 7/B diubah
tarn harus dibaca

A. Fasal T ayat (1) diubah dan harus dibaca @

21y Tevhadap bonghkar muat barang-harang
tertentu vyang ditetapkan oleh Kepala
Daerah khususnya 9 (sembilan) bahan pokaok
tevrmasuk pupuk, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Satuan Lalu Lintas

Fepolisian Wilayah Kota Besar Surabava,
Fepala Daerah dapat memberikan/mengeluar-~
kanm izin dispernsasi kepada pemilik/penye-
wa/pemakal kendaraan bermoter  truk  dan
mobil bis pada Jjalan-jalan sebagaimana di
maksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini

B. Pasal 4 ayat (2) angka 2 diubah dan harus di-
baca :
2. Fekomendasi dari Satuan Lalu Lintas Kepo-
lisian Wilayah Kota Besar Surabaya.

L. Fasal § ayat (1) diubah dan harus dibaca :
1) Izin dispensasi dimaksud dalam pasal 3
ayat (1} Peraturan Daerah ini berlaku 1



tesatu) minggr ataw 1 isatu?) bulan untuk 1
han dan tidak dapat dipernpanjang
serta dengan ketentuarn waktu bongkar/maat
mulai  oukul 12,00 sampail  dengan  pukul
D600 Wik

fmatu)

3 1l & ayat (1) diubah dan harus dibaca @

210 Atas pembsrien dixin dispensasi bongkar
muat dimaksud dalam Fasal 32 avat (R )
Feraturar Daevah ini kepada pemilibk/pema-—
kai  dikenakan pembayaran retribusi  yang
besarnys ditetaphkan sebagal bhevibkut
a. Urmtuk setiap kendaraan Jenis  truk/mo-

il bis dikernakan retvibusl sebesar ..
Fp. 1.500,00 (seribu lima ratus
rupliah) dalam Jangks wakitu 1| {(satu) -~
minggu dan untuk 1 {satw) Jjalan
e MUntul setizp kendaraan Jenis truk/mo~
il big dikenakan retribusi cebesar
Fp. S.000,00 (Lima ribuw rupiakl  dalam
dangla waktu 1 f=zatuwd)  bulan dan untuk
1 fmatuw) Jdalan.
. relal pazal 6 ditambah oasal  haruw vaitu

P Pl ot -, Jone, - b - o I
o dan have: dibaca s

Pasal 6&#&

1) Teknis administrazi pelaksanaan  pemungud
an retribusi sebsgeimarna  dimaksud  dalam
Feraturan Daerahlh  ini dibawah koordimkasi
Dinas Fendapatan Daeran  Hotamadya Daerah
Tingkat Il Surabava sszsual  dengan keten
tuan yvang berlaku g

C2Y Untuk pengawvasan btevhatdap pelaksanaan
Feraturan Daerah ini dilaksanakan oleh
Instansi terkait dalam limghkungan
Famey intah Daerah dibawah koordinasi
Badan Felaksana Fetertiban Kota Hotamadya
Daerahl Tingkat II Surabaya.

Fo Fasal 7 diubah dan harus dibaca

CHAar an terhadap ketentuan dalam
. 2 dan I Peraturan  Daerah ini
wikenakan sanksi sesual dengan ketentuan

aukwm yang berlaku g

]

CEY FPelanggaran terhadan  ketentuan dalam
pasal & Feraturan Daerab  ini diancam
dengan Fidana Kurungan selama lamanya 3 -
{rigal bl an atau denda sebanyalk
bamyvaknys RBp. S0.000,0¢  {(lima puluh ribu
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1
L3y Tindalbk pidana dimaksud pada ayat (2
pasal ini adal ah tindak pidana

pel aNggar &M

Betelah Fasal 7 ditambah pasal baru  yaitu
pasal FA  tentang Fenyvidikan dan  harus di-
baca @

i
:

Fasal 74

1Y Selain olety Fepliabat Fenyvidik Umum,
gdikan atas tindak pidana sebagaimana
gdimalksud pads pasal 7 Peraturan Daerah
ini dilaksanakan oleh FPgjabat Penyidik
Fegawai Negeri Sipil dilingkungan
Femerintab Fotamadys Daerah  Tingkat I
Surabkaya vang penganghkatannya ditetapkan
sEslal dergan ketantuan peraturan
perundang-undangan yvang berlaku g

(2 Wewenang Fejabat Fernyidik Pegawal Negeri
Sipil dimaksud pada ayat (1) pasal  ini
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan

Daer ah Fotamadya Daerah Tingkat I1
Surabaya Nomoy 3 Tahum 1987 tentang

Fegawal Negeri Sipil
: intah Fotamadya Daerah

Feraturan Dagrah ini mulai berlaku pada  tanggal
dinndangkan.

Fuaar SsWpaya setiap cranyg dapat merngetahuid
nya. mamerintahkan penoundangan Feraturan Daerah
ini dergan penempatannya  dalam  Lembaran Daerah
Fotamadya Dagrab Tingkat IT Surabaya.

Surabaya, I3 Januari 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WAL IKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA TINGKAT I1 SURABAYA
e tus,
ttd ttd

SOENJIOTO BA dr.H. POERNOMO EASIDI



Digahkan dengan Meputusan Gubernur Eeoala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal "10 Juli 1991 Nomoy 28479 Tahun 1991.

M., GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
cBidang Femer intahan)

ttd

Drs. SOEDJI
3

Mip. QL0 O1& 4

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya Tahun 1931 Seri B tangoal 7 Agustus 1991 Nomor 3/E.

A.n. WALIKOTAMADYA KEFALA DAERAH
TINGKAT 11 SURABAYA
Sekvetariz HotamadyasDaerah

ttd

Dr=e. W ARPDJII
Mip., 310 019 &4

Salinan sesuai denger ol inva
Sekretariz bHotamadyasDasr ah
Tingkat 11 Surabava

Lt 3
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
MOMOR Z TAHUN 1931

TENTANG
PERUBAHAN FPERTAMA FERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 1978 TENTANG BONGKAR
MUAT UNTUK TRUK DAN MORIL EI5 FADA JALAN-JALAN DI WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURARAYA

PENLELASAN _UMUM ;

Feraturan  Daerabh ini adalabh merupaklan penyempurnaan
Feraturan Daesrabh terntang RBonghkar Muat untuk Truk  dam Mobil
Ris pada Jalan-jalan di Wilayah Fobtamadys Daerah Tingkat 11
Surabaya Momor 17 Tahun 1973, Perubahan Feraturan Daervabk  inid
diperlukan mengingat sudah tidak sesuai lagi dengan  kondisi
dan situasi saat ini, sehingga perlu adanya perubahan  baik
ketentuan yarg mengatur besarnya tarip retribusi  maupun
ketentuan lain.

Disamping perubahan ketentuan tersebut diatur dalam
Peraturan Daerah ini perlu dimasukkan ketentuan baru perihal
Fenyidik FPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diatur dalam
Feraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor
13 Tahun 1987 sehingga diharapkan pelanggaran terhadap
Feraturan Daerah ini dapat diselesaikan secara baik dan
cepat . Hal terszebut dimuka dimaksudban dalam rangka
meningkatkan perosvazan dan penertiban terhadap  kelancaran
arus lalu lintas serta mengurangl kerusakan jalan sebagai
akibkat digunakannya Jjalan-jalan tersebut untul parkir serta
bengkar muat kerdarasn bermotor angkutan penumpang (big) atau

barang (truk) Fenertiban parkir untuk Lkendaraan—kendaraan
bermatar wntult keperluan bongkar muat tersebut perlu
ditingkathkan secara hertahap dengan menetapkan pada Jjalan-
Jalan tertentu di Wilayah FKotamadya Daerah Tinghkat iX

Surabaya sebagai lavangan - parkir dan  bongkar muat  untuk
kendaraan bermotor  truk dan mobil bis kecuwali  dengan  izin
dispensasi dari Fepala Dasrah.

Dengan ditetapkannys Feraturan Daerah ini diharapkan
adanya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor
retribusi dan diharapkan dapat mengurangi beban Jjalan sebagai
akibat pelaksanaan banghkar muat pada jalan—jalan di Wilayah
Koetamadya Daerah Tingkat I Surabaya.

PENJEL ASAN PASAL. DEMI PASAL. :

Pasal I huruf A sampai dengan © : Cukup Jjelas ;
Pasal 1II : Cukup Jjelas.




